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Abstrak 
Tulisan ini menjelaskan optimalisasi peran dan fungsi 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kontek Perbankan 
Syariah.  Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan 
lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan 
perbankan syariah di seluruh Indonesia beroperasi sesuai 
dengan kaidah syariah dan tidak melenceng dari ajaran 
Islam. Selama ini, DPS masih sangat lemah dalam 
melakukan pengawasan terhadap operasional perbankan 
setiap hari sehingga mengakibatkan permasalahan pelik 
terkait dengan hilangnya nilai-nilai dari produk-produk 
perbankan syariah.  Maka dalam rangka mengoptimalkan 
peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat 
dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, MUI harus 
menentukan klasifikasi keahlian pihak-pihak yang dapat 
diangkat menjadi anggota DSN atau DPS. Artinya, orang-
orang yang menjadi DPS haruslah memiliki keahlian di 
bidang Syariah (Islamic Jurisprudence), hukum, ekonomi 
(akuntansi), dan juga fiqh muamalah. Kedua, model 
pengawasan DPS pasca keluaranya PBI tentang GCG Bank 
Syariah betul-betul aktif dan produktif. Pada model 
pengawasan ini DPS dilakukan oleh sebuah departemen 
syari’ah di suatu perbankan syari’ah. Ketiga, posisi DPS 
seharusnya sejajar dengan Komisaris. sehingga perannya 
dan kedudukannya sangat kuat. Ketentuan ini seyogianya 
masuk dalam Undang- Undang Perbankan Syari’ah. 
Keempat, pentingnya independensi DPS dari perbankan 
syariah itu sendiri. DSN-MUI sebagai lembaga independen 
yang bertanggungjawab atas ke-syariah-an perbankan 
syariah seharusnya membawahi DPS sebagai bagian dari 
bentuk pengawasan DSN terhadap operasional perbankan 
syariah. 
 
Kata kunci: peran, DPS, perbankan syariah.  
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Pendahuluan 
Akselerasi perbankan syariah di Indonesia di mulai sekitar 
dua dekade lalu, ketika pertama kalinya berdiri Bank Muamalat 
Indonesia (BMI). Namun, perbankan syariah mulai banyak dilirik 
pasca krisis ekonomi tahun 2008 yang terbukti tidak berdampak 
secara signifikan terhadap BMI. Setelah itu, berdirilah bank-bank 
syariah dan bank-bank konvensional mendirikan unit usaha syariah 
untuk ikut terjun dalam perkembangan ekonomi Islam yang juga 
mulai naik daun. Tidak diketahui secara pasti apakah pendirian bank 
syariah atau unit usaha syariah ini sebagai wujud pengembangan 
ekonomi Islam atau hanya untuk mengikuti tren industri yang 
sedang berkembang, tapi apapun itu harus tetap diapresiasi untuk 
lebih mengenalkan ekonomi Islam kepada masyarakat di Indonesia.  
Pada tahun 2013 tercatat ada 11 bank umum syariah, 23 unit 
usaha syariah, dan 160 BPRS dengan jumlah account nasabah yang 
dikelola 12,3 juta (BUS-UUS), meningkat 13,9% dari tahun 2012.
1  
Perkembangan perbankan syariah ini tentunya diharapkan lebih 
mampu dalam membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih 
baik, karena label syariah yang digunakan tentu berbeda dengan 
perbankan konvensional. 
Salah satu perbedaan antara perbankan konvensional dengan 
perbankan syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
di masing-masing bank syariah. Tugasnya adalah untuk memastikan 
perbankan syariah beroperasi sesuai dengan kaidah syar’i sehingga 
dapat meminimalisir hal-hal yang dilarang dalam Islam. Tulisan ini 
membahas tentang bagaimana peran dan fungsi DPS dan bagaimana 
pelaksanaannya di perbankan syariah. 
 
Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah 
Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank 
konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur 
yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional 
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 Outlook Perbankan Syariah 2014 
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adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 
bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar 
sesuai dengan garis-garis syariah.
2
 
Peraturan Pemerintah tentang DPS pertama kali terdapat pada 
Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, yang menjelaskan bahwa 
bank yang beroperasi dengan prinsip syariah wajib memiliki Dewan 
Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memberikan pengawasan 
atas produknya agar berjalan sesuai syariah. Untuk memaksimalkan 
peran pengawasan oleh DPS, MUI membentuk Dewan Syariah 
Nasional (DSN) yang khusus mengurusi masalah keuangan syariah di 
Indonesia dengan Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas 
Syariah.
3
 Keberadaan DSN ini juga diatur dalam SK Direktur Bank 
Indonesia No. 32/34/1999 yang mengatur bahwa DSN adalah dewan 
yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan 
untuk memastikan kesesuaian produk, jasa dan kegiatan usaha bank 
dengan prinsip syariah. 
Status hukum DPS terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syari’ah, Bab V bagian ketiga, Dewan 
Perbankan Syariah pasal 32 menyatakan: 
1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan 
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. 
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas 
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi 
serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip 
Syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan 
                                                     
2
 Adiwarman Karim, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 2001), 30. 
3
 Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi 
dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam), (Yogyakarta: UII 
Press, 2010), 44. 
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Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.  Mekanisme 
pengangkatan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah 
terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 
Tentang Bank Umum Syariah pasal 35 yang berbunyi : 
4. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan 
saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar 
sesuai dengan Prinsip Syariah. 
5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: 
a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas 
pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; 
b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank; 
c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah  Nasional  untuk  
produk baru Bank yang belum ada fatwanya; 
d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip 
syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan 
penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan 
e. Meminta data dan informasi terkait  dengan  aspek  
syariah  dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan 
tugasnya. 
Sedangkan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) diperjelas 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang 
Unit Usaha Syariah pada pasal 10. Untuk tugas dan tanggungjawab 
DPS antara BUS dan UUS sama dalam dua peraturan Bank Indonesia 
diatas. 
Peraturan selanjutnya adalah Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good  Corporate  
Governance  bagi Bank Umum Syariah dan UUS yang mengatur 
tentang bagaimana pelaporan tugas dan fungsi dari Dewan 
Pengawas Syariah baik di BUS atau UUS. 
 
Lemahnya Pengawasan DPS 
Saat ini muncul anggapan bahwa bank syariah maupun unit 
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usaha syariah yang ada di Indonesia sama dengan bank konvensional 
lainnya. Hal ini didasarkan kepada tingkat bagi hasil atau bunga 
yang ketika dinominalkan nilainya sama, bahkan terkadang lebih 
rendah pada bank konvensional. Perbedaan utama adalah adanya 
Dewan pengawas syariah pada perbankan syariah yang bertugas 
untuk mengawasi perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip 
syariah. Dewasa ini peran dan fungsi serta tanggungjawab dari DPS 
belum berjalan secara maksimal. 
Sebagai contoh produk murabahah pada salah satu UUS di 
Indonesia dalam operasionalnya menyimpang dari ketentutan yang 
ditetapkan oleh DSN tidak terpantau oleh DPS dari pihak bank 
tersebut. Hal ini diketahui ketika saudara penulis mengajukan 
pembiayaan motor dengan akad murabahah. Tidak adanya informasi 
tentang harga dari motor yang menjadi objek pembiayaan menjadi 
permasalahan. Dalam fatwa DSN 
4 telah disebut bahwa “Bank 
membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 
pembelian ini harus sah dan bebas riba.” Permasalahan utama adalah 
ketika nasabah (dalam kasus ini adalah saudara penulis) tidak 
mengetahui harga pasti dari motor tersebut. Nasabah tersebut 
menyebutkan nominal tertentu tanpa didasari informasi yang benar 
sehingga yang terjadi adalah nominal pembiayaan kurang dari harga 
beli motor. Pada akhirnya nasabah tersebut tetap melanjutkan 
pembiayaan tersebut dan mengambil kredit motor di tempat lain 
karena kurangnya pembiayaan dari bank. 
Dari kasus ini, penulis membahas tugas dan tanggungjawab 
dari DPS diperbankan syariah. Pentingnya informasi dari pihak bank 
kepada nasabah baik yang berhubungan dengan akad, objek akad 
maupun kontrak dari pembiayaan tersebut harus diketahui oleh DPS. 
Lemahnya pengawasan ditingkat operasional pembiayaan dari DPS 
menjadi hal yang harus dibenahi. Dalam operasionalnya, pihak bank 
mewakilkan pembelian objek motor kepada nasabah untuk lebih 
memudahkan dari pihak bank, namun terlepas dari itu pihak bank 
harus menjamin bahwa harga yang menjadi objek pembiayaan harus 
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 Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah 
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jelas dan tidak mengandung jahalah. 
Pada hakikatnya perbankan syariah tidak hanya berfungsi 
sebagai lembaga penyalur dana, tapi juga harus berperan sebagai 
lembaga pengawas keuangan masyarakat. Dengan ini, pertumbuhan 
perbankan syariah tidak hanya diukur dengan tingginya dana pihak 
ketiga, laba yang diperoleh, atau besarnya pembiayaan yang 
dilakukan. Lebih dari itu semua adalah bahwa tugas perbankan 
syariah adalah untuk memakmurkan masyarakat dalam hal ekonomi 
dan keuangan yang berlandaskan Islam. 
Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk 
meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan 
membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran Islam 
paling tidak terbagi dalam dua hal, yaitu:
5 Pertama, kontrol yang 
berasal dari diri sendiri  yang bersumber  dari  tauhid dan keimanan 
kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi 
hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati sebagaimana dalam 
firman Allah SWT: 
Artinya: “Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah 
mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi?Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, 
melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak  ada  lima 
orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada 
yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti 
ada bersama  mereka dimanapun mereka berada. Kemudian 
Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa 
yang telah mereka kerjakan.Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu”. 
Kedua, Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem 
pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa 
berasal  dari  pimpinan,  yang menyangkut tugas yang 
didelegasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaannya, dan 
lain-lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah:
6
 
                                                     
5
 Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari’ah Dalam 
Praktik, (Jakarta: GIP, 2003), 152. 
6
 QS. At-Taubah ayat 105 
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Artinya: “Dan katakanlah:”Bekerjalah kamu, maka Allah  dan  
Rasul-  Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah 
yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 
 
Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan akan 
kehadiran Allah yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin/penguasa 
dan oleh kaum muslimin baik secara langsung berupa pengawasan 
oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan 
dan ketentuan-ketentuan yang membatasi. Dengan demikian peran 
ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syari’ah memiliki 
peran yang besar dalam mengawasi lembaga keuangan syari’ah. 
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari’ah 
adalah representasi dari peran ulama dalam penegakan nilai-nilai 
Islam dan pengembangan di bidang ekonomi.
7
 
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPS 
Peran ulama dalam mendorong pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat sangatlah 
penting. Dalam lembaga formal seperti DPS dan DSN peran ulama 
dituntut lebih dinamis dan proaktif dengan mengacu kepada aturan 
yang sudah ada.  
Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional 
lembaga keuangan syari’ah saja, tetapi memiliki peran yang lebih 
besar lagi yaitu turut  mendorong  tumbuhkembangnya ekonomi  
dan keuangan syari’ah di Indonesia. Selain sebagai pengawas, 
Dewan Pengawas Syari’ah juga berperan sebagai Advisor, yaitu 
pemberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk 
                                                     
7 Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIII No. 3, 
November 2011, 223. 
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pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan 
global. Sebagai Marketer, yaitu menjadi mitra strategis untuk 
peningkatan kuantitas dan kualitas industri lembaga keuangan 
syariah (LKS) melalui komunikasi massa untuk memberikan 
motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM, 
sosialisasi, community & networking building dan peran strategis 
lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (public 
relationship). Sebagai Supporter, yaitu pemberi berbagai support 
dan dudungan baik networking, pemikiran, motivasi,  doa  dan lain-
lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syari’ah. Sebagai 
Player, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syari’ah baik 
sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun 
mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.
8
 
Memperhatikan kepada peran DPS menurut AAOIFI dan 
DSN-MUI, maka peran DPS dalam implentasi prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance (GCG) di bank syariah adalah sebagai 
berikut: 
1. Directing yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan 
nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan aspek syariah. 
2. Reviewing yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan 
menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank 
syariah. 
3. Supervising yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik 
secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa 
DSN pada operasional bank syariah. 
4. Marketing yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang 
sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta’lim, 
pengajian- pengajian.
9
 
Implementasi GCG di bank syariah dilandaskan lima prinsip, 
                                                     
8
 Ibid., 229. 
9 Majelis Ulama Indonesian, Keputusan DSN MUI, No.Kep-
98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS. 
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yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional 
dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, 
bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Karenanya, peran 
DPS dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu 
mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam 
operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah.
10
 
Agar DPS dan DSN memiliki peran yang optimal dan 
signifikan, menurut Agustianto
11 setidaknya ada lima hal penting 
yang harus menjadi perhatian bersama: 
1. MUI menentukan klasifikasi keahlian pihak-pihak yang dapat 
diangkat menjadi anggota DSN atau DPS. Seperti di Sudan, 
Abdallah (1994) menyatakan bahwa anggota Department of 
Fatwa and Research (DFR) dan Higher Sharia Supervisory 
Board (HSSB) adalah orang-orang yang mempunyai keahlian 
di bidang Syariah (Islamic Jurisprudence), hukum dan ekonomi 
(akuntansi). 
2. Bank Indonesia sudah mengeluarkan PBI (Peraturan bank 
Indonesia), tahun 2010 tentang Good Corporate Governance 
Bank Umum Syariah dan UUS. Salah isinya adalah mengatur 
tentang peran dan kedudukan Dewan Pengawas Syariah. 
Menurut PBI tersebut, seorang konsultan bank syariah tidak 
boleh menjadi Dewan pengawas Syariah, hal ini bertujuan agar 
terjadi pola hubungan yang fair antara konsultan, DPS dan 
bank syariah. Dalam masa transisi, dimana Indonesia masih 
kekurangan SDM, DSN MUI dan Bank Indonesia telah 
melakukan berbagai terobosan program dan juga kegiatan 
dalam rangka menambah jumlah sumber daya manusia yang 
ahli dalam bidang ekonomi syariah, seperti sertifikasi, annual 
                                                     
10 Akhmad Faozan, Implementasi Good Corporate Governance dan 
Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, Jurnal La Riba Vol. 7 No. 
1, Juli 2013, hlm. 12.  
11 Agustianto, “Optimalisasi Peranan Dewan Pengawas
 Syari’ah”, dikutip dari 
http://www.agustiantocentre.com/?p=937 pada hari Jumat, 26 September 
2014 jam 08.30 WIB 
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meeting, seminar, workshop dsb. 
3. Model pengawasan DPS pasca keluaranya PBI tentang GCG 
Bank Syariah betul-betul aktif dan produktif. Pada model 
pengawasan ini DPS dilakukan oleh sebuah departemen 
syari’ah di suatu perbankan syari’ah. Dengan model ini ahli 
syariah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang 
membentu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah 
digariskan oleh ahi syariah departemen tersebut. Jika model 
ini diterapkan secara fungsional, maka tugas-tugas DPS 
sebagaimana yang dihekehendaki DSN dapat terwujud. Kalau 
DPS melanggar PBI dan sudah diingatkan sebanyhak tiga 
kali, maka selama 10 tahun, orang tersebut tidak boleh 
menjadi DPS. 
4. Posisi DPS seharusnya sejajar dengan Komisaris. sehingga 
perannya dan kedudukannya sangat kuat. Ketentuan ini 
seyogianya masuk dalam Undang- Undang Perbankan 
Syari’ah. Apabila Dewan Pengawas Syari’ah terlepas dari 
Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, maka akibatnya, 
mereka bekerja dalam pengawasan itu, hanya sambilan saja. 
Padahal Islam menuntut profesionalisme dan keseriusan 
dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam pengawasan. 
5. Banyak usulan dari tokoh di daerah, agar bank syari’ah 
memiliki DPS di daerah. Hal ini sejalan dengan semakin 
meluasnya kantor cabang perbankan syari’ah ke berbagai 
wilayah provinsi, bahkan kabupaten /kota. Usulan tersebut 
positif dan perlu didukung, agar penerapan prinsip syari’ah 
lebih terjamin di daerah-daerah. 
 
Simpulan  
Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, peran 
dan fungsi DPS di dalam perbankan syariah adalah memberikan 
pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank 
syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. 
Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa 
DSN pada operasional bank syariah. Melaksanakan tugas 
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pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi 
fatwa DSN pada operasional bank syariah. Melakukan sosialisasi 
dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-
media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis 
ta’lim, pengajian-pengajian. 
Adapun pelaksanaan dari peran dan fungsi DPS masih 
terdapat banyak kekurangan. Seperti kasus yang terjadi di atas, 
lemahnya pengawasan DPS dikarenakan DPS tidak mengawasi 
operasional perbankan setiap hari, akibatnya terjadi kesalahan 
mendasar yaitu hilangnya nilai-nilai dari produk-produk perbankan 
syariah. Juga diperlukan sumber daya manusia (SDM) DPS yang 
mengerti tentang dunia ekonomi, keuangan, dan akuntansi 
disamping ilmu agama dan fiqh muamalah. Terakhir yang menjadi 
hal terpenting adalah independensi DPS dari perbankan syariah itu 
sendiri. DSN-MUI sebagai lembaga independen yang 
bertanggungjawab atas ke-syariah-an perbankan syariah seharusnya 
membawahi DPS sebagai bagian dari bentuk pengawasan DSN 
terhadap operasional perbankan syariah. 
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